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Pengantar Redaksi

Untuk kesekian kalinya kita menyampaikan kepada pembwes
tentang nama dari Majalah ini agar pembaca mengerti dan pefas
betul tentang nama Keboundha dimana nama tersebut diilbhams ches
seorang tokoh pemersatu Blambangan dalam menghadapi W&
pada waktu itu. Keboundha adalah salah satu tokoh meses
penggerak berdirinya kerajaan baru yang anti VOC. Kerajaan bast
di Bayu dapat dianggap scbagai bentuk proses terhadap campes
tangan asing beserta semua akibatnya dengan rajanya Pamserss
Pakis (1 Made Sudjana, Negeri Tawon Madu, 2001, hal 70), Bass
berdiri tanggal 1 Agustus 1771. Menurut VOC Keboundha yess
mengusulkan supaya desa-desa di sekeliling Bayu ditaklukiss
dulu.

Keboundha meminta supaya para kepala desa memilih aptas
Jagapati atau kompeni, ternyata penduduk di sebelah barst &=
timur menuju Bayu untuk memihaknya, sehingga Jagapati terseda
cukup banyak makanan untuk menghadapi para bupati Blambansss
dan VOC, perang awal tanggal 2 Agustus 1771 pendatang bess
mencapai 7.000 orang dengan pasukan bersenjata (menurut VOCE

kehoundha yang juga terkenal dengan Kebogegambol prasess
yang kebal biasa berperang (Babad Bayu ; 8-15). Keboundis
nengamuk dalam berperang (Babad Bayu XXI : 1-7. Dales
n Dr. Sri Margana Perebutan Hegemoni Blambangan 2082
hal 181 discbutkan : meskipun Jagapati telah gugur dalam Persss
Eﬁ}'ﬁ 1l Juni 1772, yang situasinya sangat memprihatinkss
ﬁﬁaﬂgﬁlﬁ pemimpin Bayu memutuskan bertahan dan bertarsse
hing .:—ﬁm:* mereka terbagi menjadi empat kelompok yaitu : Bope

' an 300 orang, Bapaendo dengan 400 orang, Kyai Ress
Jorang, Malem dengan 300 orang dmmkmulah SeThangst
mti VOC.
han Bayu, dimana VOC mengeunakan takiik pere s
semi &,awdh !ddmg dari Alas Purwu sampai '

Puger Lumajang.

eboundha Bayu Blambangan Timur
Keturunan siapa. gugur mana kuburnya _
al itulah mengapa kita menamakan Mﬂ
ama ini tidak banyak masyarakat Banyuwsss
terscbut.  Dengan telah terccisis
enambah wawasan dan pengetabs
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Kritik Pengembangan Pariwisata Berbasis
Pro-Poor Tourism di Banyuwangl

Peran pariwisata sebagai alat pembangunan
telah menjadi trend setelah tiga dekade terakhir. Di sini
pariwisata terbukti  berkontribusi  meningkatkan
kesejahteraan di tahun 1970-an. Akan tetapi, fokus ini
mulai kabur dalam perdebatan setelah pembangunan
tahun 1980-an dan 1990-an cenderung dominan
menyejahterakan penguasa dan pengusaha besar itu-
itu saja di Banyuwangi. Hal ini terlihat dari rasio gini
yang masih sebesar 4,1%. Ketika yang kaya sedikit dan
orang itu-itu saja, Banyuwangi lebih mudah terkena
imbas krisis yang berdampak sistemik, seperti tahun
1998, Pembangunan yang berorientasi pertumbuhan
ekonomi seperti ini saja memberikan kesejahteraan
yang tidak merata dan belum mampu menyelesaikan
permasalahan yang masih menyisakan kemiskinan di
Banyuwangi.

Trend pembangunan pariwisata mengemuka
lagi setelah era di atas tahun 1990-an dengan fokus
pada pro-poor tourism (PPT). Pariwisata diorientasikan
akan membawa manfaat langsung net kepada
masyarakat miskin. Mulailah muncul konsep-konsep
pembangunan pariwisata berbasis masyarakat atau
Community Based Tourism (CBT), Community Based
Ecotourism Tourism (CBET), Rural Tourism, Farm
Tourism, Social Capital Tourism (SCT), Locally
Connected Globally Integrated Tourism (LCGIT), Local
Wisdom Tourism (LWT), Agritourism, Sustainable
Tourism — End Porverly (ST-EP), dan Pro Poor
Tourism (PPT) yang semua difokuskan ke daerah-
daerah desa tertinggal dan miskin. Daerah ini dominan
dihuni oleh kaum nelayan dan petani yang sedang
marak mengadu nasib mencari kesejahteraan ke luar
daerahnya. Berbasis pada potensi atraksi di daerah
miskin dan tertinggal ini, lalu dikembangkaniah
infrastruktur  yang mendukungnya agar mereka
sejahtera di daerahnya masing-masing. Bahkan agar
masyarakat miskin ikut menjadi pelaku wisata,
Kementrian Pariwisata menggelontorkan pembangunan
homestay ke daesrah dengan mengikutsertakan modal
masyarakat kecil. Pertimbangan meningkatkan
kesejahteraannya menjadi tujuan utama
pengembangan pembangunan  pariwisata  untuk
masyarakat miskin tersebut.

Namun, konsep pro-poor tourism yang
digadang-gadang oleh masyarakat Banyuwangi dan
Juga menjadi perhatian pemerintah pusat tersebut,
sangat kontradiklif dengan kebijakan Pemerintah
Banyuwangi yang mengagetkan kalangan masyarakat
ketika melakukan maoratorium  perizinan  hotel

nonbintang dan hanya mengizinkan hotel-hotel
Barkimtans A e B
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akan dibangun sebentar lagi dan lain sebagainya
Sementara itu, beberapa usaha mikro jasa pariwissis
dipersulit perizinannya. Beberapa usaha destines
wisata milik masyarakat setempat pun mengalami
kesulitan dalam memperpanjang usahanya hinggs ads
yang sampai 2 tahun baru selesal mengurus perizinan
Program perizinan satu atap yang bisa selesai cepst

tidak sesuai harapan, ternyata wakiunya lama
kompleks, dan berbelit-belit pengurusannya dengan
berbagai katabelece dari satu kantor ke berbagai kantor
yang lain penuh dengan tarikan. Pengusaha kecl
masyarakat setempat jengah dengan peraturan daerah
yang akhimya hanya terkesan tarikan dan kurang
mendidik pelaku pariwisata untuk lebih professionsl
Kondisi seperti ini juga menjadi dilemma para
pengusaha kecil dan menengah di sekior pariwisata
yang dominan adalah masyarakat lokal, di satu sis
mengurus perizinan susah dan di sisi lain ketika tidsk
mengurus perizinan terkadang banyak direcoki oleh
oknum-oknum wartawan, satpol PP, dan lam
sebagainya. Padahal, kondisi seperti ini juga diingatkan
oleh Bapak Menteri Pariwisata Arief Yahya ketika
dalam pertemuan |ebaran di Pendopo yang
mengungkapkan bahwa jangan lelet Pemerintah
Banyuwangi dengan main-main terhadap persocalan
perizinan yang hingga saat inl juga masih belus
menunjukkan perubahan yang signifikan.

Berdasarkan analisis tersebut, pembangunan
pariwisata di Banyuwangi sudsh mulai ke arah
pengembangan sektor swasta dengan pendekatan ke
pasar bebas berdasarkan konsep laissez-fars
Perspektif pembangunannya dinamis, modern, dan ke
arah neoliberal yang menjauh dari kepentingan
tumbuhnya usaha masyarakat lokal dengan adanya
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berbasis Pro-Poor Tourism (PPT) secara konseptual
dan ideclogikal serta moral pun mulai kabur.
Meningkatnya kunjungan wisatawan dan
investasi ke Banyuwangi jangan disikapi gegabsh
dengan ephoria terlebih dahulu, bisa jadi adalah
serangan balik terhadap rusaknya budaya masyarakat
lokal yang ditempatkan oleh pemimpinnya sebagai
penonton di daerahnya sendiri. Sejarah akan mencatat
pemimpin yang kebijakannya mengkondisikan awal
masyarakatnya ada pada posisi ketergantungan
seperti itu. Masa depan yang suram dari masyarakat
yang miskin di kemudian hari bukan berarti
sepenuhnya mereka salash dan kemudian dihujat
malas, bisa jadi karena pengaruh kebijakan yang salah
sebelumnya seperti itu. Awalnya, masyarakat
dijanjikan pekerjaan dengan dirayu menjual tanahnya
dengan harga tinggi, namun setelah dijual ternyata
beberapa dari masyarakat ditolak karena tidak sesuai
dengan basis keahliannya dengan profesi pariwisata
atau perhotelan tersebut. Sementara itu dengan
berjalannya waktu uang hasil menjual tanah habis dan
masyarakat pun kehilangan pekeraannya yang
sebelumnya berkebun dan berladang di tanah sendiri.
T4 i Terlalu dini ketika kita berpikir masuknya investasi
asing dan pendatang akan membantu masyarakat
lokal dengan memberikan pekerjaan yang faktanya
justru pekerjalah yang membantu pengusaha besar
mengakumulasikan modalnya karena beberapa gaji
pekerjanya masih di bawah Upah Minimum Regional.
Artinya, gaji yang diterima pun tidak cukup untuk
mengembalikan energi yang dipakai untuk bekerja dan
untuk menghidupi keluarganya. Banyak contoh dari
ssbagian pekerja yang bekerja di berbagai usaha jasa
pariwiasta di Bali bertahun-tahun bekerja pagi, siang,
2=n malam tidak juga sejahtera dan bahagia, justru
akin  terpuruk karena semakin tergantung
sdupannya terhadap majikannya. Lalu, siapa yang
diuntungkan dari konsep pengembangan
isata yang menjauhkan diri dari usaha
kat lokal tersebut, bisa jadi karena ada
sngan di balik semua itu,

Pertanyaan selanjuinya yang mweee
konsekuensi logis dampak kebijakan dessst
apakah usaha jasa pariwisata yang bersiale
berkontribusi net terhadap kesejahtersan
lokal yang miskin bila dibandingkan dengan pengesss
usaha jasa pariwisata yang berskala k=l &

menengah.  Padahal, sirategi pengembsrgee
pembangunan pariwisata berbasisi Pro-Foor Tousmsm
(PPT) spesifik fokus pada dampak nst

menyejahterakan masyarakat miskin secara kolsks?
dan lebih mengutamakan memberikan kesempstan
usaha-usaha kecil milik masyarakat lokal yang juga
tidak anti kapitalis. Pendekatan pembangunan
pariwisata PPT ini cenderung lebih mengikutsertaiean
partisipasi masyarakat, menempatkan masyarakat
sebagai pelaku, masyarakat menentukan sendini arsh
pengembangan daerahnya, masyarakal merass
memiliki daerahnya, masyarakat tidak ketergantungan
yang bisa dipermainkan oleh kapitalis besar, dan
masyarakat lebih berkomitmen karena daerahnya.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa usaha
informal ini sering identik dengan ketidakprofesionalan,
kriminal, dan kemaksiatan yang sebenamya tidsk
seperti itu. Asumsi seperti ini bisa jadi karens
Pemerintah Daerah hanya mau lepas tanggung jawsb
tidak mau memberikan pendidikan dan pelatihan
kepada mereka untuk bisa  diberdayakan,
dibandingkan ketika hanya mengurus usaha jasa yang
berskala besar yang diduga lebih menguntungkan
untuk orang-orang tertentu dari sisi pembagian
komisinya yang jangka panjangnya kurang lebih bisa
menyejahterakan masyarakat lokal secara
berkelanjutan. Padahal, pengembangan pembangunan
pariwisata yang berbasis usaha-usaha masyarakat
yang cenderung berawal dari kecil untuk menjadi
besar efek kesejahteraannya lebih merata dan nst
berkontribusi terhadap masyarakatnya sendiri yang
tidak gampang rapuh diterpa krisis moneter, sehingga
bisa menekan rasio gini tersebut. Akhirnya, saran yang
bisa diberikan dari tulisan ini kepada pemimpin daersh
untuk tidak memoratoriumkan jenis usaha jess
pariwiasta berskala kecil dan menengah yang berbasis
pro-poor tourism (PPT) yang justru net lebih
berkontribusi kepada masyarakat miskin, meskipun
usaha jasa pariwisata besar juga diperiukan olsh
kawasan Banyuwangi dengan segmen pasamya
masing-masing untuk- meramaikan pengembangan
pembangunan pariwisata yang menysjshterakan
masyarakat lokal terlebih dahulu dari pada pejabat dan
pendatangnya serta berkelanjutan. (Or._Bambang Bambang
Suharto Dosen Pariwisata UniverSitas Negen Negeni
Gorontala)
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